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ABSTRAK

Analisis Pengaruh E-SPT dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Palembang
Oleh :

Veronika Christin Sitanggang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kenaikan
jumlah E-SPT Masa PPh 21 yang dilaporkan , kenaikan Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak, serta Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk mengetahui apakah
pertambahan jumlah E-SPT yang dilaporkan dan tingkat kepatuhan wajib pajak
memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP
Pratama Palembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap masa selalu terjadi
peningkatan pertambahan jumlah E-SPT yang dilaporkan. Peningkatan paling
tinggi terjadi pada masa Maret dan masa April. Peningkatan jumlah E-SPT dan
tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di
Palembang penulis menyarankan untuk memberikan dan melakukan kebijakan baru
yang dapat menambah jumlah penggunaan E-SPT di Indonesia supaya E-SPT dapat
dimanfaatkan secara maksimal dan meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21.

Kata kunci : E-SPT, Penerimaan PPh Pasal 21, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Ketua Anggota
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ABSTRACT

Analysis of the Influence of E-SPT and Level of Taxpayer Compliance in the
Amount of Income Tax Receipts Chapter 21 at KPP Pratama Palembang

Oleh :

Veronika Christin Sitanggang ; Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA ;
Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA

This research is aimed to calculate increase of Reported E-SPT PPh 21
each month, Increase level of taxpayer compliance , and Amount of Income Tax
Receipts Chapter 21. And to determine how whether the increase of reported E-
SPT and the level of taxpayer compliance have an influence on income tax receipts
chapter 21.

The result showed that each month the reported E-SPT always have been
increased. The highest increase happened on March and April. The increase of
reported E-SPT and level of taxpayer compliance have an influence on income tax
receipts chapter 21.

To improve the performance of the Tax Office Primary Palembang, the
author suggested the Tax Office Primary Palembang to give and do the new policy
which can give increase the reported E-SPT in Indonesia , so that E-SPT facilities
can be used maximally and increase the income tax receipts chapter 21 in KPP
Pratama Palembang.

Keywords : E-SPT, Income tax receipts, Level of taxpayer compliance
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NIP. 197405111999032001 NIP. 196508161995121001
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia.
Pajak dan sumber penerimaan negara lainnya digunakan untuk membiayai
kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh negara untuk pertumbuhan
dan perkembangan negara diberbagai bidang. Pajak juga digunakan untuk
membiayai belanja negara yang termasuk didalamnya untuk pembayaran
kebutuhan dan hutang negara Indonesia.

Pajak adalah pembayaran wajib yang ditanggung oleh setiap wajib
pajak atas objek pajak yang dimiliki dan kemudian hasilnya diserahkan kepada
pemerintah sebagai penerimaan negara. Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal
1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang Dbersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat” . Melihat pengertian pajak diatas
maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan komponen yang sangat
penting bagi sebuah negara untuk menyokong kepentingan perkembangan
negara.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara

yang berasal dari sektor pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang



dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak penghasilan adalah orang pribadi
dan badan. Wajib pajak orang pribadi adalah satu orang subjek pajak dan satu
keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, sedangkan badan adalah
sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Pajak penghasilan di
Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem self-assessment. Sistem ini
mensyaratkan Wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak terutangnya. Sistem self-assessment ini membutuhkan kesadaran
Wajib pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajibannya menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya.

Semakin berkembangnya teknologi komunikasi di masa ini dan
meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak akan tingkat pelayanan pajak yang lebih
baik, memberikan suatu inspirasi bagi kantor pelayanan pajak untuk
menyediakan wadah atau media yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap
Wajib Pajak tersebut dan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan
kegiatan perpajakan. Pelayanan yang diberikan sehubungan dengan
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bentuk pertanggungjawaban
wajin pajak antara lain tersedianya fasilittas SPT Elektronik (electronic SPT/
e-SPT). E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang
dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan.
E-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media

elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.



Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam,
memelihara, dan men-generate data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta

lampirannya.

Grafik Perkembangan E-SPT sampai tahun 2012
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Sumber : Media Keuangan 2015
Gambar 1.1. Grafik Perkembangan E-SPT sampai tahun 2012

Dalam sejarahnya e-SPT sudah diperkenalkan ke Wajib Pajak sejak
tahun 2002. Pada tahun tersebut e-SPT masih diperuntukan hanya untuk Wajib
Pajak di wilayah KPP tertentu yaitu KPP Besar. Kemudian pada tahun 2005
penerapan e-SPT diberlakukan pada KPP di lingkungan kanwil DJP Jakarta
Khusus yaitu KPP Penanaman Modal Asing (PMA), Badan dan Orang Asing
(Badora). Dalam perkembangannya e-SPT digunakan oleh wajib pajak yang
terdaftar di KPP Madya dan Pratama. Perubahan kebijakan yang cukup
signifikan terkait dengan e-SPT adalah kebijakan terkait degan pelaporan PPh
Pasal 21/26. Dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013

pada tanggal 18 April 2013 , maka mulai 1 januari 2014 e-SPT PPh 21/26 wajib



digunakan oleh pemotong pajak yang melakukan pemtongan PPh Pasal 21
terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT berkala dan/atau
PNS, angota TNI/POLRI, Pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya
lebih dari 20 orang dalam 1 masa pajak, dan/atau melakukan pemotongan PPh
Pasal 21 (Tidak final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang
jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak , dan /atau melakukan
pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya
lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak, dan/ atau melakukan penyetoran
pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen
dalam 1 masa pajak. Dengan kebijakan tersebut Wajib Pajak yang terdaftar
dalam KPP Pratama dengan kriteria tersebut mulai tahun 2014 akan
menggunakan e-SPT sebagai sarana pelaporan PPh 21/26. Selain perubahan
terkait kebijakan , aplikasi e-SPT PPh 21/26 banyak mengalami perubahan.
Pengembangan aplikasi e-SPT PPh pasal 21/26 membutuhkan
ketelitian yang cukup tinggi mengingat perhitungan PPh 21 bukanlah pekerjaan
sederhana dan sifatnya yang sibjektif dan variatif. Oleh karena itu, aplikasi e-
SPT terus disempurnakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan memberikan manfaat yang optimal bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban PPh  21/26 dan Direktorat Jenderal Pajak dalam
mengadministrasikan pemenuhan kewajiban tersebut.
Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-
03/PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penyampaian Surat

Pemberitahuan Elektronik disebutkan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di



Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di seluruh Indonesia, KPP di lingkungan
Kanwil DJP Khusus dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar
sejak tahun 2009 telah diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa PPh , SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dalam bentuk
elektronik dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT
secara elektronik ini (atau masih menyampaikan SPT secara manual
menggunakan hardcopy) dianggap tidak menyampaikan SPT dan akan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kemajuan dibidang komunikasi dan informasi di Indonesia
membuat masyarakat mengetahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak terus
berusaha untuk memperbaiki diri dengan pelayanan prima, transparan dan
terpercaya. Hal tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
Direktorat Jenderal Pajak namun belum mendongkrak tingkat kepatuhan Wajib
Pajak secara signifikan. Kemudian dari sisi pencapaian penerimaan pajak,
realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Juli 2015 mencapai Rp 531,114
triliun mencapai 41,04 persen dibanding dengan periode yang sama di tahun
2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan
yang cukup baik di sektor tertentu (pajak.go.id , 2015). Dengan rata-rata total
jumlah pegawai pajak 32.000 orang, maka seorang pegawai pajak untuk tahun
2013 berkontribusi mengamankan penerimaan negara sebesar Rp.27,9 miliar
per pegawai. Anggaran yang disediakan negara melalui APBN-P 2013 kepada

Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan pajak adalah sebesar Rp.4,9



triliun. Dengan kata lain fax cost collection ratio Indonesia sangat rendah,
hanya 0,55 persen. Artinya untuk setiap 100 uang pajak yang dihimpun,
Direktorat Jenderal Pajak hanya mengeluarkan biaya Rp.0,55. Bandingkan
dengan Jepang yang tax cost collection nya 1,4 persen (okezone, 2014).

Fakta-fakta statistik dan survei menunjukkan bahwa Direktorat
Jenderal Pajak terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun sejak
reformasi pajak digalakan, namun selama masyarakat luas belum percaya
penuh bahwa para pejabat negara di Indonesia mendayagunakan uang pajak
untuk kesejahteraan bangsa dan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu maka banyak masyarakat Indonesia akan tetap enggan
patuh membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Direktorat Jenderal
Pajak Kanwil Sumsel dan Bangka Belitung (Babel) tahun 2014 masih rendah,
meskipun jumlah wajib pajak yang membayar lebih besar dari tahun
sebelumnya. Berdasarkan data yang diungkap dalam media gathering,
Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel menyebutkan dari jumlah wajib pajak
(WP) karyawan terdaftar sebanyak 618.197 WP pada 2014, Direktorat Jenderal
Pajak mencatat baru sekitar 0,47% atau 2.882 WP yang telah patuh membayar
pajak, dengan nilai sebesar Rp.19,09 miliar (bisnis.com , 2015).

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan dari wajib pajak
menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat



dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh
NPWP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, dan kepatuhan
dalam mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan
memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Oleh karena itu pada penelitian ini indikator tingkat kepatuhan yang
diidentifikasikan penulis melalui jumah wajib Pajak PPh Pasal 21 yang
mendaftarkan diri di KPP Pratama Palembang yang diukur dengan cara
membandingkan jumlah E-SPT yang dilaporkan dengan jumlah wajib pajak
yang terdaftar.

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan menetapkan judul yaitu “Analisis Pengaruh e-
SPT dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21

di KPP Pratama Palembang *

1.2 Perumusan masalah
Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, maka permasalahan
yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Pengaruh antara jumlah E-SPT dan tingkat kepatuhan Wajib
Pajak PPh Pasal 21 terhadap jumlah penerimaan PPh Pasal 21 di KPP

Pratama Palembang?



1.3 Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan
dari penelitian ini, yaitu :
1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah E-SPT PPh Pasal 21 dan tingkat
kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap peningkatan penerimaan

pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang.

1.4 Manfaat penelitian
1. Bagi Penulis
Menambah pengetahuan serta wawasan dalam teori-teori keilmuan yang telah
didapat selama pendidikan.
2. Bagi Lembaga
Sebagai bahan pengetahuan bagi pembaca dan rujukan untuk melakukan
penelitian-penelitian lebih lanjut sehingga penelitian seperti ini akan terus
berkembang.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Diharapkan dapat memberikan solusi dalam peningkatan pelayanan kepada
wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terutama mengenai
hubungan E-SPT pajak penghasilan dan tingkat kepatuhan terhadap jumlah

penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :



BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
lokasi penelitian, bahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam studi
kasus yang berisi teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan Pajak
Penghasilan pasal 21 , Wajib Pajak PPh Pasal 21, Surat Pemberitahuan (SPT)
elektronik serta Kepatuhan Wajin Pajak sebagai landasan utama dalam
melakukan analisis dan pembahasan masalah serta penelitian terdahulu dan
kerangka pemikiran.

BAB I1I : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan
data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM KPP PALEMBANG

Bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai KPP Pratama yang
ada di Palembang yaitu, KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Pratama
Palembang Ilir Timur, dan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulisan pada bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang telah
dikemukakan dalam perumusan masalah dan hasil dari penelitian yang sudah

dilakukan.



BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan , saran , dan keterbatasan penelitian, yang merupakan

pernyataan dari temuan temuan penting berdasarkan hasil penelitian.
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